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KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL DALAM
RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Nizwar Syafa'at

PENDAHULUAN

Tema lokakarya ini adalah pengembangan agribisnis berbasis sumberdaya
lokal dalam mendukung pembangunan ekonomi kawasan selatan jawa, sedang-
kan topik bahasan yang diberikan kepada penulis adalah konsep pengembangan
wilayah tertinggal dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui
pengembangan agribisnis. Dalam konteks ini. maka wilayah tertinggal dapat
dipandang sebagai wilayah homogen! yang memperlihatkan koherensi atau ke-
satuan keputusan-keputusan ekonomi vang berada dalam kawasan SELATAN
JAWA. dan dikembangkan bersama-sama dengan wilayah tertinggal lainnya
yang berada dalam kawasan tersebut melalui pengembangan agribisnis untuk
mendukung pertumbuhan ekonominya. Posisi wilayah nodal (inti) untuk kawas-
an Selatan Jawa akan dibahas dalam makalah kedua yaitu Konsep Pembangun-
an Pertanian Kawasan Selatan Jawa. Secara sederhana, pengembangan wilayah
tertinggal dalam suatu kawasan dapat ditampilkan dalam Gambar 1.

Dalam merencanakan pengembangan suatu wilayah untuk kegiatan
pengembangan agribisnis, ada tiga pertanyaan pokok yang perlu didalami dan
dianalisis lebih lanjut yaitu (Dicken dan Lloyd, 1999):

1. Bagaimana rencana bentuk spasial kegiatan agribisnis dan perspektif per-
ubahan ke depan ?

Mengapa bentuk spasial kegiatan agribisnis dipilih demikian?

Bagaimana bentuk spasial kegiatan agribisnis tersebut membangkitkan atau
mendorong perekonomian suatu wilayah ?

2
2
J.

Apabila ketiga pertanyaan pokok tersebut dapat dijawab, maka pertanya-
an pokok selanjutnya adalah siapa pelaksana (subject/ utama pengembangan
agribisnis di wilayah tersebut dan bagaimana model kelembagaan dan pengem-

bangannya ?

! Homogen dalam konteks ketertinggalan misalnya dalam bidang infrastruktur pertanian,
sarana dan prasarana jalan maupun sumberdaya manusiannya dan juga merupakan satu

unit pengelaclaan administrasi.
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Kawasan (batas wilayah)

Wilayah
homogen

Wilayah
homogen

Gambar 1. Konsepsi Wilayah

Konsep Wilayah Homogen dan Tertinggal

Wilayah dalam pengertian ruang mengandung makna: Pertama, Bio-paysical
space yaitu tempat dimana struktur sumberdaya biofisik berada; Kedua, Socio-
economic space yaitu tempat dimana interaksi aktivitas sosial ekonomi: dan Ketiga,
policy space yaitu tempat dimana kebijaksanaan diberlakukan untuk memanfaatkan
sumber daya biofisik yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi. Diantara ketiga
variabel tersebut. hanya variabel kebijaksanaan yang bersifat fleksibel dalam arti
dapat dibuat mengikuti kedua variabel lainnya untuk mencapai tingkat interaksi
vang harmonis dari ketiga ruang (space) tersebut membeniuk suatu wilayah yang
unit berbeda dengan wilayah lainnya (Dicken dan Lloyd, 1992).

Kata tertinggal menunjukkan kehomogenan wilayah. Konsep wilayah homo-
gen didasarkan pada pendapat bahwa wilayah-wilayah geografik dapat dikaitkan
bersama-sama menjadi suatu wilayah tunggal apabila wil
cirizeiri yang seragam. Ciri-ciri tersebut dapat bersifat, e
maupun konsumsinya serupa): bersifat geo
vang bersifat sosial politik (Wibowo, 1993).

Wilayah homogen dibatasi berdasarkan keserupaannya secara internal. misal-
nya batas wilayah dingin untuk menanam apel dengan teknologi yang serupa.
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Setiap perubahan yang terjadi secara internal di wilayah homogen tersebut. misal-
nva program pengembangan agribisnis akan mempengaruhi seluruh bagian wilayah
dengan cara yang sama. Apa vang berlaku untuk satu bagian wilayah akan berlaku
pula untuk berbagai wilayah lainnya.

Adapun ciri-ciri wilayah tertinggal sebagai berikut:
1. Kualitas sumberdaya penduduknya sangat rendah yang direfleksikan oleh
tingkat pendidikan yang rendah. : .
2. Spektrum pemanfaatan sumberdaya alamnya sangat sempit atau diversi-
fikasi pemanfaatan sumberaya alam rendah.
3. Infrastruktur prasarana dan sarana transpotasi dan komunikasi per satuan
penduduk sangat kecil. di bawah rata-rata nasional.
Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sektor pertanian.
Selain tingkat pendapatan per kapita rendah. di bawah rata-rata nasional,
juga diversifikasi pendapatan penduduknya sangat rendah dan didominasi
oleh pendapatan sektor pertanian yang bersifat ekstraktif ataupun teknologi
pertanian tradisional.
6. Harapan hidup penduduknya sangat rendah, dibawah rata-rata nasional.
7. Sebagian besar penduduknya miskin. sehingga wilayah tertinggal sering

S

berimpit sebagai wilayah miskin.

Dengan kehomogenan wilayah tertinggal. maka wilayah tertinggal dapat
dipandang sebagai suatu unit perencanaan pengembangan. Dalam hal in1. pendekat-
an pengembangan wilayah tertinggal adalah sektor pertanian melalui pengem-
bangan agribisnis.

KONSEP PEMBANGUNAN

Keterbatasan Pertumbuhan (Limit to Growth)

Ada dua kelompok besar yang menaruh perhatian pada masalah pemba-
ngunan ekonomi (economic developmen?d yaitu kelompok pesimistis dan optimistis.
Kelompok vang pesimistis mendasarkan pemikirannya pada hukum Entropy yang
menghasilkan pandangan /Jmit to growth, sedangkan kelompok yang kedua ber-
sandar pada paradigma dissipative structure dari Ilva Prigogeni yang menganggap
bahwa pertumbuhan tidak terbatas. Kelompok yang pertama menyarankan dila-
kukan perubahan paradigma?® ekonomi yang lama sebagai suatu sistem yang berdiri
sendiri. digantikan dengan pandangan bahwa sistem ekonomi merupakan bagian
dari subsistem biofisik. Selama ini ilmu ekonomi dan lingkungan belum memiliki
titik temu (point of contact). Dalam kaitan inilah, kelompok tersebut memandang
perlunya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).®

2 Paradigma menurut Bailey (1978) is the mental window through which the researcher
{uhn

views the world, Untuk lebih jelasnya mengenai paradigma dapat dibaca tulisan T. 1
(1962).

bangunan

3 ; . .
Keterbatasan pertumbuhan mengilhami pakar pembangunan untuk menggeser paradigma pem
nsep nilai

yang semula berorientasi pertumbuhan mejadi berkelanjutan. Keberlanjutan merupakan suatu ko
(Steven. 1990 dalam Winoto, 1995b) yang meliputi tanggung jawab generasi saat ini terhadap
generasi yang akan datang tanpa harus mengorbankan peluang generasi sekarang untuk
tumbuh dan berkembang dan meletakkan dasar-dasar ncngembangan  bagi generasl
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Pembangunan Berkelanjutan dan Kemiskinan di Wilayah Tertinggal

Pembangunan secara sederhana dapat ditafsirkan  scbagai upaya untuk
melakukan perubahan sosial (social change) yang dilakukan sccara sadar. terencana
dan berkelanjutan dengan {ujuan demi eksistensi masyarakat. Menurut Winoto
(1995D)* secara konseptual. inti dari teori-teori pembangunan adalah sama.® me-
muat hal-hal berikut @ (1) perubahan terencana (planned change): (2) transformasi
struktural (structural transformation); (3) otonomi (autonomy); dan (4) keberlanjutan
(sustainability). Oleh karena tujuan pembangunan adalah menjaga kelangsungan
eksistensi masyarakat, maka tujuan pembangunan itu sendiri harus memuat 3
(tiea) hal vaitu: (1) pertumbuhan (growth):® (2) keberlanjutan (sustainable). Tidak
mi‘mgkin kita dapat melakukan pemerataan tanpa adanya pertumbuhan, dan tidak
mungkin pula kita mampu mempertahankan keberlanjutan pembangunan tanpa
adanya pemerataan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, pertumbuhan yang bagai-
mana yang dapat menjamin pemerataan dan keberlanjutan?

Pembangunan yang dilaksanakan selama PJP I telah menghasilkan perubah-
an struktur ekonomi nasional, dimana peranan sektor pertanian mulai mengecil,
sementara sektor industri makin besar. Pada tahun 1971, pangsa sektor pertanian
terhadap GDP sebesar 33 persen, sedangkan tahun 1990 menurun menjadi 19,5
persen. Sementara itu. pangsa sektor industri dan jasa pada periode tersebut meng-
alami peningkatan dari 35,9 persen menjadi 54,50 persen (World Bank, 1994).

IEkonomi nasional selama PJP I tumbuh sangat mengesankan yaitu rata-rata
7 persen” yang diikuti oleh peningkatan pendapatan dari US$70 pada tahun 1969
menjadi US$920 pada tahun 1990, dan kesempatan kerja sebanyak 44,4 juta orang
selama periode 1971-1994, serta penurunan persentase penduduk miskin dari 60

mendatang. Dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan (definisi pembangunan
berkelanjutan ada . sekitar:lima puluh yang disajikan pada Appendix [. Sustainable
Development Concepts * An Economic Analysis karangan J. Pezzey, 1992. The World Bank,
Washington D.C.) mengharuskan alokasi sumberdaya secara intertemporal (Anwar, 1990;
Randall, 1987) untuk menjamin intergeneration equity (Munasinghe, 1993; Howe, 1979).

Tulisan Antle dan Heidebrink (1995) dapat memperkaya pemahaman atas konsep
sustainable Development.

4 Pembangunan (Sari Tema Teori-teori Pembangunan Lintas Mashab dan Penerapannya
untuk Analisis Usaha IKecil dan Menengah). Institut Pertanian Bogor, 1995.

® Mulai dari teori pembangunan klasik (classical sociological and economic perspective on
development and Iimperialism), modernisasi (development differentiation, and change),
ketergantungan (development, capitalism dependency and backwardness), kebutuhan
pokok dan pembangunan social (basic needs and social development), pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) dan teori pengembangan masyarakat (community
development).

6 Pembangunan (Developmen) mempunyai pengertian berbeda dengan pertumbuhan

(growth). Karena pembangunan menunjukkan peningkatan in well being, maka
pertumbuhan mengacu pada perubahan output secara fisik (Herman Daly’s dalam
Tietenberg, 1994. Environmental Economics and Policy. Harper Collins Publisher, New
York).

7Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1995 mencapai 8,2 persen (Kompas, 8 April
1996).
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persen menjadi 41 persen selama periode 1970-1994.8 Walaupun persentase pen-
duduk miskin mengalami penurunan, namun secara absolute jumlah penduduk
miskin masih cukup tinggi yvaitu sckitar 25.9 juta jiwa. Selain masalah tingginya
jumlah penduduk miskin. ada masalah lainnya yaitu perubahan struktur ekonomi
vang dialami Indonesia belum mature

Perubahan struktur ekonomi nasional dari sektor pertanian ke sektor industr;
ternyata be-lum mampu mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian
ke sektor industri, sehingga produktivitas tenaga kerja sektor pertanian tetap
rendah. Pada tahun 1971, pangsa scktor pertanian terhadap GDP sebesar 33 persen,
sedangkan pada tahun 1990 turun menjadi 19.5 persen dan diperkirakan tahun
2020 pangsa tersebut turun menjadi 10.8 persen. Sementara itu tenaga kerja yang
bekerja disektor pertanian selama periode tersebut hanya mengalami penurunan
sedikit dari 63.96 persen menjadi 55,87 persen. Di lain pihak, pangsa sektor non-
pertanian (industri dan jasa) pada periode tersebut mengalami peningkatan cukup
tajam dart 35.9 persen menjadi 54.50 persen dan pada tahun 2020 pangsa tersebut
diperkirakan naik menjadi 72.8 persen. namun penyerapan tenaga kerja hanya
mengalami sedikit peningkatan dari 43.7 persen menjadi 47.4 persen. Akibatnya,
telah banyak tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor industri dan pertanian
memasuki sektor non formal. Dengan kata lain. scktor industri bersifat inelastis
terhadap permintaan tenaga keja dan kenyataan ini tidak sesuai dengan hipotesis.
Fisher dan Clark menyatakan bahwa jika pangsa suatu sektor an GDP bertambah,
maka elastisitas permintaan tenaga kerja tersebut seharusnya bertambah dan
semakin clastis. Rondisi yang demikian mengakibatkan terbatasnya kemampuan
ckonomi nasional dalam menyerap angkatan kerja yang terus meningkat. Tidak
mengherankan apabila pengangguran muncul di semua tingkatan pendidikan. dan
penduduk miskin secara absolut masih cukup besar yaitu 26 juta orang.

Perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri men-
dorong peningkatan permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian. Laju permin-
taan lahan untuk kegiatan nonpertanian yang meningkat dengan cepat ditandai
oleh peningkatan laju konversi lahan sawah. Laju konversi yang terjadi saat i
diperkirakan 15.000 ha per tahun.® dan laju konversi tersebut didorong oleh laju
pertumbuhan penduduk di perkotaan Jawa vang meningkat dengan pesat. Kalau
pada tahun 1971 jumlah penduduk perkotaan Jawa hanya schesar 18 persen. maka
pada tahun 1990 menjadi 35 persen. dan pada tahun 2020 diperkirakan 58 persen
(World Bank. 1994). Hasil penelitian Sumaryanto, et, a/. (1995) menunjukkan bahwa
sebagian besar petani vang menjual lahan sawahnya tetap melakukan aktivitas
sebagai petani dengan membeli lahan pertanian yang lain. Karena lahan di hilir

8 Data terakhir yang diterbitkan oleh World Bank (1995) menunjukkan bahwa jumlah
penduduk miskin di Indonesia sekitar 16.7 persen. Menurut Mubyarto. pada awal Pelita VI
jumlah penduduk miskin secara absolut 25,9 juta orang. Diharapkan pada akhir Pelita VI
jumlah tersebut menurun menjadi 12 juta orang dan pada akhir Pelita VII jumlah
penduduk miskin di Indonesia sudah dapat dientaskan semua. Kriteria penduduk miskin
menurut Mubyarto adalah mereka yang mempunyai pendapatan Rp.600,-/orang/hari untuk
daerah pedesaan dan Rp.700.-/orang/hari untuk daerah perkotaan (Wawancara Mubyarto
dengan Warta Pertanian. No.153/Th.XI1. 1966).

“ Lihat : (a) prediksi yang dibuat oleh World Bank (1994) : “Indonesia — Environment and
Development™. A World Bank Country Study. The World Bank. Washington D.C.; (b)
predikst yang dibuat Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1994.
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terbatas dan harganya mahal, maka petani tersebut akan membeli lahan dari petani
vang berada diatasnya (mengarah ke hulu). Selanjutnya petani hulu yang menjual
iahnnnya akan mencari lahan baru yang lebih mengarah ke hulu lagi. Dengan
demikian, implikasi yang dapat ditarik dari hasil penelitian Sumaryanto tersebut
adalah proses konversi yang terjadi selama ini akan mendorong pergerakan pen-
duduk dalam melakukan aktivitas pertanian lebih kearah hulu.1©

Sebagai suatu paradigma pembangunan yang sedang dalam proses pengem-
bangan, {ernyata operasionalisasi konsep berkelanjutan banyak menemui ham-
batan. Masalah utama yang dihadapi adalah val/uation dari sumberdaya belum di-
identifikasi seluruhnya. Akibatnya adalah sering pemanfaatan sumber daya under-
valuation karena dalam pemanfaatannya hanya memperhitungkan use value, pada-
hal dalam kenyataannya banyak value yang tidak diinternalisasi ke dalam peman-
[aatan. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah tersebut dapat dilihat contoh ragam
value'’ dari pemanfaatan sumberdaya hutan (Gambar 2). Akibat undervaluation
dalam pemanfaatan sumberdaya yaitu menyebabkan harga yang berlaku di pasar
jauh di bawah the right price dari sumberdaya yang bersangkutan.!2

Bagi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan,'® undervaluation
dalam pemanfaatan sumberdaya mendorong penduduk memanfaatkan sumberdaya
berlebihan yang cenderung mengarah pada open acces dan menimbulkan bencana
kerusakan. Kalau itu dibiarkan, maka penduduk yang miskin akan bertambah mis-
kin karena sumberdaya yang menjadi sumber kehidupannya mengalami penurunan
produktivitas. Kondisi demikian menyebabkan konsep pembangunan yang meng-
andalkan pertumbuhan semata-mata akan membual masyarakat bertambah
miskin.'* Circular dalam kemiskinan bersifat kumulatif karena manfaat pemba-
ngunan secara agregat melalui trickle down process dengan spread effectnya tidak
serta merta terjadi, karena ada hambatan kelembagaan dalam mendistribusikan

1" I"akta tersebut. dapat dilihat pada aktivitas petani di sepanjang jalan Sumedang, Garut
dan Ciamis.
11 Munasinghe, M. 1990. Envir

onmental Economics and Sustainable Development. The
World Bank, Washington, D.C.

'2 Untuk lebih memahami tentang valuation dari suatu sumberdaya empiris dapat dibaca
tulisan Anwar (1995b). Kebijakan dan Instrumen Ekonomi dalam Upaya Pengendalian
Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Makalah disampaikan pada Temu
Pendapat tentang Pengembangan Kebijaksanaan Ekonomi Penngelolaan Lingkungan
Hidup Jakarta. Undervaluation menyebabkan kriteria B/C tidak tepat dipakai untuk
menentukan layak tidaknya pemanfaatan sumberdaya.

1% Di sini saya tidak akan memasuki debat mengenai kemiskinan, karena masalah tersebut
cukup rumit dan sifatnya alibi, sama halnya dengan kita memperdebatkan warna biru,
“Apa [tu Biru”. Yang penting i sini kemiskinan telah terjadi di dalam masyarakat hulu.

" Fenomena tersebut menurut Myrdal disebut dengan cumulative causation process. Lihat
konsep Myrdal tesebut dalam Jhingan (1992) dan Todaro (1990). Untuk membantu

menjelaskan konsep tersebut dapat dibaca teori Structural Hegemony dari Mehreta dalam
Winoto (1995a) dan tulisan Buchanan (1980).
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manfaat tersebut.!%

Total Economic Value

l |

Use Values Non-Use Values
I ! +- l
— l 1 [ l
Direct Use Indirect Option ExistenceVa Other non-use
Values UseValues Values lues Values

Future direct Values from

Output that Functional and indirect  knowledge of
can be benefits values continued
consumed existence
directly

e Food e Ecological function e Biodiversity e Habitats

e Biomas e Flood control e Conserved e Endangered
e Recretion  Strom protection habitats species

¢ Health e Health

Decreasing “Tangibility” of value to individuals

Sumber : Munasinghe (1993)
Gambar 2. Nilai total ekonomi dari suatu sumberdaya (Hutan)

15 Berdasarkan konsep ekonomi klasik, manfaat pembangunan akan didistribusikan sesual
dengan derajat kelangkaan relative sumberdaya yang bersangkutan. Sumberdaya' yang
relative langka akan memperoleh manfaat lebih banyak disbanding sumberdaya lamn.y.a.
Pembangunan dinegara berkembang menghadapi kelangkaan modal, sehingga 'penf\l]lk
modal akan memperoleh manfaat pembangunan yang relative besar. Orong miskin tlda}k
memiliki modal, maka mereka hanya menikmati manfaat pembangunan yang sangat k‘CCll-
Oleh karena itu, perlu diaktifkan kelembagaan local yang mampu mendistribusikan
manfaat secara lebih merata (Bukti empiris dapat dibaca hasil penelitian ; Sudaryanto dan
Syafa'at (1993); Sudaryanto (1990); Sudaryanto (1989); Gunawan et. al, (1989); Wiradi dan
Makali (1983). :
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Penduduk yang miskin tidak cukup surplus untuk diinvestasikan kembali
pada pemeliharaan kapasitas daya dukung sumberdaya (hanya untuk sumberdaya
vang dapat diperbaharui). Kalaupun mereka mempunyai kemampuan, tentunya
mercka tidak akan serta-merta menginvestasikan kemampuannya pada perpelr
haraan lingkungan di dacrah hulu, karena manfaat yang diperoleh dari perbaikan
tersebut tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh penduduk setempat, dimana man-
faat dari perbaikan tersebut juga dinikmati oleh masyarakat hulu berupa penu-
runan frekuensi banjir. Kondisi demikian menjadi penghambat dalam upaya per-
baikan lingkungan, sehingga justru sebaliknya penduduk miskin akan meng-
ckploitasi sumberdaya secara berlebihan yang mengarah pada kerusakan (Pezzey,
1990).1%

16 D1 sini muncul apa yang disebut eksternalitas. Konsep ini telah lama diperkenalkan oelh
Alfred Marshall, di mana ia memberikan pengertian eksternalitas sebagai berikut @ “We
may divide the economics a rising from an increase in the scale of production of an Y kind of
goods, into two classes ; Firstly those depends on the general development of the industry
and secondly, those dependent on the resources of the individual houses of business engaged
in it, on their organization and the efficiency of their management. We may call the larmer
external economics and the letter internal economics” Namun pengertian eksternalitas
seperti yang diungkapkan di atas saat ini telah berkembang sedemikian jauh seperti
pengertian eksternalitas yang dibicarakan oleh Pigou dan Meade. Pengertian esternalitas
dari Meade dapat mengambil ilustrasi kasus terganggunya Paino dalam menciptakan lagu
keroncong karena suara gaduh musik jazz yang diputar di Kawilarang. Dalam kaitan ini,
siapa yang menanggung biaya (social cost) dari kerugian Paino karena terlambat menye-
lesaikan pekerjaan peciptaan lagu akibat suara musik jazz Kawilarang yang terlalu keras.
Apakah ada suatu institusi yang mensahkan hak tetangga (Paino) tersebut untuk men-
dapatkan hak situasi hening; tiadanya indicator situasi hening yang merupakan kese-
pakatan bersama, schingga Paino tidak dapat menuntut Kawilarang yag menimbulkan
suara bising bagi Paiono. Keadaan tersebut akan diperumit lagi bila dikaitkan dengan
sinpa yang lebih dulu mempunyai hak prerogratif atas hak tersebut. Dengan demikian
biaya suara bising tidak dapat ditransaksikan di pasar karena kendala institusi (institution
constrains). Berdasarkan uraian tersebut, Meade mendefinisikan eksternalitas sebagai
berikut: “Ekonomi (dis-ekonomi) eskternal adalah kejadian yang menimbulkan keuntungan
berarti (mengakibatkan kerugian berarti) pada seseorang atau masyarakat yang tidak
sepenuhnya sebagal peserta pengambilan keputusan (consenting parties) yang mempunyai
konsekuensi cukup panjang”. Just et. al. (1982) memberikan definisi yang lebih rinci yaitu
“An externality is defined as the case where an action of one economic agent affects the
utility or production possibilities ot another in a way is not reflected in the marketplace”.
Kata kunci dari definisi di atas adalah is not reflected in the marketplace (sesuatu yang
tidak dapat direfleksikan di pasar). Dari dua definisi diatas terdapat dua kata kunci dar
eksternalitas yaitu! (a) yang kena dampak bukan peserta pengambil keputusan: dan (b)
dampaknya tidak direfleksikan dipasar. Masalah eksternalitas ini tidak bisa dibiarkan
karena dampaknya akan mengganggu kerukunan bertetangga (kasus di atas) (Smith, 1993;
Simarmata, 1993). Untuk kasus tertentu pembuat dampak negatif pada umumnya golong-
an masyarakat yang mempunyai limpahan dan hak-hak (property right) yang kuat, sedang-
kan yang menerima dampak negatif tersebut (social cosf) merupakan penduduk miskin
yang tidak mempunyai hak-hak tersebut, sehingga kerusakan mempunyai dampak pemera-
taan (distributive impacts atau distributional externality). Internalisasi merupakan suatu
upaya untuk mendapatkan social optimal akibat adanya ckternalitas Hirshleifer dan
Glazer (1992); McCloskey (1985); Griffen (1991); Miller dan Meiners (1986); Nicholson
(1985); Nicholson (1990); Steven (1993). Internalisasi dampak eksternal dapat dilakukan
dengan 3 (tiga) cara yaitu @ (1) pajak; (2) Utilitas; dan (3) Property Reassignment (pemben-
tukan pasar eksternalitas). Kasus diatas dapat diselesaikan dengan pasar eksternalitas.
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Uratan di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa penerapan konsep
pembangunan berkelanjutan memerlukan pra kondisi vaitu valuation dari seluruh
-"““‘b““{“-"f‘ untuk menghindari tragedi open acces ' Selain masalah valuation
masalah "F""‘)‘:‘ vang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam adalah siap';
yang menjaga dan memebihara sumberdaya tersebut, agar plnu:olo]zmnnm dap';t
b‘\‘rkvleuuumn. -‘\P“k“h pemerintah mempunyai cukup te;mgn dan dana untuk itl(l')
Ralaupun pemerintah mampu melakukan kegiatan tersebut. pertanyaan se]anjur:
nya apakah cara tersebut efisien? Jawabnya tentu tidak.'$ Alternatif lainnya adalah
H}l‘ll}'t"l‘:lhk:ul ‘;.wnwlihamzm sumberdaya alam kepada masyarakat sg;mmpm 19
il:vllal:: \‘lll":]‘l");l‘:l““'?‘:tt‘{] ‘.:'t‘““g dipilih. persoalannya adalah bagaimana pola penge-

Kasus Proyek -Proyek Konservasi DAS HULU.

Hasil finjauan mengenai proyvek-proyek konservasi di DAS Hulu vag dilaku-
kan oleh Prawiradiputra (1993). menunjukkan bahwa kita telah melakukan bebe-
rapa upava untuk memperbaiki kondisi DAS hulu sekaligus meningkatkan pend;;-
patan petam melalai beberapa proyek. antara lain: (2) Provek DAS Solo sebagian
hulu (1970 () Program Reboisasi dan Penghijauan (1976); (©) Proyek Kali K;nto
(1979 (d Yogvakarta Rural Development Project (1979): (e) Proyek DAS Citanduy
bagian hulu (1982): (0 Provek DAS Jratunseluna dan Brantas (1985 Upland Agri-
culture and Conservation Project (UACP): (g) Provek Wonogiri (1988); (h) Yogvakabrta
Upland Area Development Project (1990): () National Watershed Management and
Conservation Project (1995).

Scandainva hak-hak kepemilikan tersebut ditegakkan, maka eksternalitas tidak akan
terjadi. Sebagai contoh. kasus suara musik jazz diatas. Seandainya hak Paino untuk men-
dapatkan suara hening dalam lingkungannya ditegakkan, maka tidak mungkin Kawilarang
seenaknya memutar musik Jazz yang terlalu keras sehingga mengganggu suasana hening
vang dikehendaki dalam hidup bertetangga. ldealnya bahwa setiap orang dalam hidup
bertetangga di beri hak untuk mendapatkan suara hening dengan kualitas tertentu yang
merupakan kesepakatan bersama. Setiap pelanggaran dikenakan penalty dan sebaliknya.
Dengan cara demikian, masyarakat didorong untuk memperhitungkan segala tindakan dan
akibatnya sehingga akan dicapai suatu tindakan yag efisien menurut criteria Pareto. Salah

aitan dengan penegakan hak-hak kepemilikan untuk mencapai pareto

satu teorl yang berk
optimal adalah teori Coase. Inti teori ini adalah “Regardless of the specific initial assign--
egal

ment of property rights, the final outcome will be efficient provided that the initial 1
and that the parties can reach and enforce an agreement at zero
| maka ekternalitas dapat diperdagangkan melalui
pemilikan tersebut dalam bentulc lisensi,
but bersifat perfect (zero cost tran-

assignment is well-defined
cost” Untuk mencapai pareto optima
mekanisme dengan menperjualkan hak-hak ke
dengan syarat pembentukan pasar eksternalitas terse

saction.

17 Open acces dan common resources mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam conumon
resources masih ada institusi yang mengatur pengelolaan sumberdaya, sedangkan pada
open acces tidak ada institust satu pun yang mangatur pengelolaan sumberdaya. Open
acces akan mengarah pada the tragedy of common (Hardin, 1972) dalam Anwar (1990).

18 Setiap pilihan merupakan opportunity cost

1 Apabila pengelolaan diserahkan kepada masyarakat setempat dan mercka mampu
melestarikan pengelolaan sumberdaya alam, maka persoalan valuation dengan sendirinya
dapat diakomodasi.
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Proyek-proyek tersebut telah menghabiskan dana miliaran rupiah. namun
hastlnva tidak memuaskan. Banyak petani kembali ke pola teknologi yang semula,
karena hampir pasti dapat dikatakan bahwa introduksi teknologi tidak diadopsi oleh
petani sama sekali. Beberapa alas an yang dikemukakan sebagai penyebab adalah:
() teknologi vang diintroduksi tidak tepat guna; (b) perencanaan tidak terkoor-
dinasi: dan (© kurangnya pengawasan.,

Berdasarkan risalah lokakarya dan laporan penelitian (disajikan pada daftar
pustaka) vang saya pelajari, ada beberapa hal yang kurang mendapat perhatian
dalam penyusunan paket teknologi tersebut sehingga tidak diadopsi oleh petani
antara lain :

a Paket teknologi lebih berorientasi pada bantuan teknis yang bertujuan pada
keberhasilan output. tidak pada pengembangan self help masyarakat yang
lebih mementingkan proses dari perubahan atau pembangunan itu sendiri.
Akibatnya, paket teknologi kurang mendapat partisipasi masyarakat.

b. Paket teknologi tidak mencerminkan conflict resolution (seperti diketahui
bahwa konservasi sumberdaya di hulu mengandung konflik antara masya-
rakat hulu dan hilir), sehingga teknologi dibebankan kepada petani hulu,
sementara masyarakat hilir juga memperoleh manfaat daripadanya.

Dengan demikian, agar paket teknologi dapat diadopsi oleh petani secara
berlanjut setelah proyek berakhir, maka paket teknologi harus dikembangkan dalam
kerangka Community Development yang mampu mendorong self help dan mencer-
minkan conflict resolution. Dengan strategi seperti itu, teknologi tersebut akan
mendorong partisipasi karena teknologi tersebut mencerminkan keadilan.
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Community Development dan Kaji Tindak (Action Research)

Seperti diuraikan diatas, bahwa kemiskinan mempunyai kaitan erat dengan
upaya pengelolaan ligkungan, Kemiskinan akan menjadi penghambat bagi upaya
perbaikan lingkungan (Pezzy, 1992 Munasinghe, 1990: Tietenberg, 1994). Oleh
karena itu. upaya perbaikan lingkungan di wilayah penduduk miskin perlu dikait-
kan secara integral dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Secara teoritis, fenomena kemiskinan bersifat circular yang bergerak ke arah
cumulative causation process. Kalau karakteristik fenomena tersebut demikian,
maka cara yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah pemutusan
rantar crreular. Agar pemutusan rantai circular tersebut efektif, diperlukan infor-
masi mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya cumulative causation process
dari kemiskinan ferscbut. Sayangnya. belum ada suatu teori yang mampu men-
jelaskan keseluruhan faktor penyebab cummulative causation process dari kemis-
kinan tersebut (Winoto, 1995¢). Secara umum Pakpahan et. al. (1995), 2° mengelom-
pokkan penyebab kemiskinan menjadi dua, yaitu: (1) yang disecbabkan oleh market
failure, dan (2) political failure. Market failure terjadi épabila sebagian besar kelom-
pok orang miskin yang termasuk dalam angkatan kerja (labour force) memperoleh
upah yang tidak mencukupi kebutuhan dasarnya, sedangkan political failure terjadi
apabila struktur politik-ekonomi yang ada telah menyebabkan distorsi dalam pe-
nyampaian kepentingan kelompok miskin. Sementara itu ada yang menganggap
bahwa kemiskinan adalah suatu proses wajar yang mesti ada dalam kehidupan,
sehingga masalah kemiskinan bukanlah permasalahan yang perlu diupayakan se-
cara khusus, namun cukup dikaitkan dengan program pembangunan secara agregat.
Diharapkan dengan cara seperti itu, #rickle down effect berjalan dengan sendirinya.
Cara pandang ini telah mendominasi pemikiran-pemikiran pembangunan pasca-
Perang Dunia Kedua. Namun pada dekade 1970-an dan awal 1980-an pemikiran
tersebut memperoleh kritik sejak berkembangnya teori ketergantungan (dependency
theorn) 2!

Kelompok pemikir pertama, yang menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan
oleh market dan political failure berpandangan bahwa pembangunan adalah suatu
upaya untuk menciptakan lebih banyak alternatif bagi pemenuhan kebutuhan
seluruh anggota masyarakat miskin melalui reformasi pasar dan politik. Pada inti-
nya upaya reformasi tersebut untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ckonomi
masyarakat. Dalam kaitan dengan pembangunan pertanian berkelanjutan (Sustain-
able Agricultural Developmend), pemikiran Uphoff dan Rasahan (1992),** Anwar
(1995)% dan Suradisastra (1995)% tentang pentingnya pengembangan Auman

292 Kemisikinan di Pedesaan, Masalah dan Penanggulangan, dalam “Prosiding Kemiskinan
di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya’: Hermanto et.al. Pusat
Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

21 Penjelasan teori ini secara lengkap dpat dibaca pada Buku Todaro, 1990.

22 A Strategy for Sustainable Agricultural and Rural Development with Poverty Alleviatio,
in “Proceedings Poverty Alleviation with Sustainable Agricultural and Rural Development
in Indonesia”. Organized by : CASER and CIFFAD, Bogor.

23 Lihat tulisan Anwar mengenai 10 proposisi.

24 Lihat tulisan Suradisastra mengenai Pembangunan Pertanian Menuju Industrialisasi.
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capital (sumber daya manusia) dan Jocal institution (kelembagaan lokal)2® (lal:n“n_
penangeulangan kemiskinan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam,
dapat melengkapi pemikivan market dan political failure. Pentingnya pengembang-
an sumber daya manusia dan kelembagaan berkaitan dengan kenyataan bahx.va
pembangunan masyarakat pedesaan harus dipandang sebagai perubahan. sosial
(social change). sehingga pembangunan yang tidak menyentuh perubahan sosial dan
hanya mengandalkan perubahan fisik (technological change)*’sering mengalami

25 [Kelembagaan dan Organisasi merupakan dua konsep yang berbeda. Menurut Bottomore
(1975 dalam Taryoto (1995) peranan (role merupakan komponen utama dalam mende-
fimsikan kelembagaan, sehingga dia mendefinisikan kelembagaan sebagai a complex or
clusier of roles. Aturan atau tatanan kelembagaan yang ada disebut struktur Sosial di
mana kelembagaan itu berada. Selanjutnya Bottomore mengatakan bahwa paling sedikit
ada 5 (llma) sistem kelembagaan agar masyarakat apat menjalankan kegiatannya dengan
baik yaitu ! (a) komunikasi; (b) ekonomi; (¢) kesepakatan dalam sosialisasi generasi baru;
() otoritas pembagian kekuasaan: (e) ritual untuk mempertahankan ikatan-ikatan sosial.
Dengan demikian, berdasarkan pemikiran Bottomore, kelembagaan akan banyak mewarnai
pola kehidupan masyarakat dan pola pertaniannya. Para ahli sosiolog yang lain mendekati
pengertian kelembagaan dari sisi yang lain, yaitu menekankan norma-norma yang berlaku,
sehingga mendofinisikan kelembagaan sebagai suatu sistem norma yang diperlukan untuk
mencapal suatu sistem norma yang diperlukan untuk mencapai sejumalh tujuan atau ke-
gintan yang dianggap penting dalam masyarakat. Ahli-ahli yang termasuk dalam kelompok
1 dianataranya Horton dan Hunt (1964); Gillin (1964); Norman Uphoff (1992) dan Fowler
(1992) dalam Suradisastra (1995) di mana kelembagaan merupakan “a complex of norms
and behaviors that persists over time by serving some socially valued purpose”. Selanjutnya
Hayami dan Ruttan (1984) seperti ditulis oleh Taryoto (1995) mengajukan pemikiran ten-
tang kelembagaan yang lebih pragmatis sebagai upaya untuk memecahkan masalah .
Schingga mereka meluncurkan pemikiran induced innovation model Ruttan (1981) dalam
tulisannya mengenai ‘three cases of induceds institutional innvovation’ membedakan ke-
lembagaan dengan organisasi. Menurut dia kelembagaan didefinisikan sebagai behavioral
rules that govern patterns of action and retionships, sedangkan organisasi merupakan the
decision making unit misalnya keluarga, perusahaan dan pemerintah yang bertujuan
untuk mengontrol sumber daya, sedangkan Uphoff (1992) mendefinisikan organisasi seba-
gal suatu struktur peran yang diakui dan diterima. Untuk memperjelas perbedaan ke-
duanya, dapat diambil contoh perbedaan antara SASI dengan KUD.

26 Karena menurut pemikiran ketiga peneliti tersebut, kelembagaan local mempunyai
kemampuan untuk mengontrol sumber daya, mobilisasi dan distribusi. Kelembagaan
formal yang berasal dari luar seperti KUD kenyataannya tidak memiliki ketiga fungsi

tersebut. yang dibutuhkan dalam pengentasan kemiskinan dan kelestarian sumber daya
alam.

27 Dalam memahami konsep perubahan teknologi, perlu dipahami dua terminology yaitu:
(a) technology, dan (b) technique. Technology didefinisikan sebagai a stock of available
techniques or a state of knowledge converning the telationship between inputs and a given
physical output (Colman and Young, 1989, Dixit, 1993; Ellis, 1988). Sedangkan technique
adalah a any single production method. Misalnya kombinasi input untuk memproduksi
output tertentu. Dengan demikian technological change dapat diartikan sebagai pengem-
bangan dalam the state of knowledge dalam meningkatkan kapasitas produksi, dengan
kata lain perubahan teknologi menggeser fungsi produksi melalui : (a) peningkatan autput
dengan penggunaan input tetap; dan (b) tinglkat output dengan input lebih rendah.
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kegagalan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas serta kapabilitas
kelembagaan lokal menyebabkan akses penduduk miskin di wilayah tersebut makin
meningkat. schingga kesenjangan sosial ekonomi dapat diperkecil. Dengan pemi-
kiran tersebut. proses pembangunan harus berawal dari masalah-masalah riil yang
dihadapi oleh masyarakat miskin yang bersangkutan. Anggapan dari pemikitan inj
adalah bahwa masyarakat bersifat eclipse, dalam arti bahwa tingkat perkembangan
dan aspirasi masyarakat senanfiasa dapat meningkat sejalan dengan peningkatan
sistem teknologi dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat tersebut (Winoto
1995¢). Dalam konteks inilah. maka kemiskinan yang ada dalam masyarakat dap:lt’,
dientaskan scjauh ada program-program poml)zingunnn yang Iangsﬁng ditujukan
pada masyarakat di wilayah miskin tanpa lepas dvi suprastruktur yang ada dan
pendekatan pembangunan yang paling eflcktif melalui community development.2
Pengentasan kemiskinan berarti salah satu rintangan besar dalam upaya penge-
lolaan lingkungan dapat. diatasi. )

Pengembangan masyarakat (community developmen?) adalah suatu upaya
perubahan terencana (planned change) yang dilakukan secara sadar dan sungguh-
sungguh melalui usaha bersama masyarakat untuk memperbaiki keragaan sistem
kemasyarakatan. Arah perubahan sesuai dengan telah dirumuskan bersama,
schingga pada intinya instrument yang digunakan dalam community development
adalah partisipasi. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap pembangunan, diha-
rapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua sumber daya yang bersifat
open acces dan common di lingkungan Jjuga tinggi.

Sebagai konsep, community development dapat ditinjau dari empat sudut
l)ﬂndﬂng yaitu: (D commuty development scebagal suatu proses: (2) community
development scbagai suatu metode: (3) community development scbagai suatu
program. dan (4) community development sehagai suatu gerakan. Keberhasilan penerapan
kansep tersebut dapat diukur dar dampaknya dalam empat indikator: (1) kesejahteraan masyarakat;
©) struktur kepemimpinan, pemecahan masalah, ketentaraman dan kenyamanan masyarakat: &)
kesejahteraan individu-individu: (4) keberlanjutan lingkungan pendukung sistem kemasyarakatan.

25 Kogagalan pembangunan yang hanya memoperhatikan kemajuan fisik belaka, dapat

dilihat pada kegagalan semua proyek-proyek konservasi pada beberapa DAS hulu di
Indonesia (Bambang R. Prawiradiputra et.al, 1995 mengenai Tinjauan Bebrapa Proyek

Sistem Usaha Tani di DAS hulu).

29 Upaian selanjutnya mengenai community development banyak mengacu pada tulisan
Winoto (1995¢) dan Hasil Penelitian Johnson, L.A. (1994) serta tulisan Uphoff (1988).
Dalam tulisannya Winoto membandingkan antara pendekatan community development

dengan rural development, dimana dalam rural development pelaksanaan pembangunan
dari luar desa. bersifat besar-besaran, cenderung westernisasi, target group adalah elite
desa dan cenderung melahirkan ketergantungan pada proyek. Sehingga tidak menghe-
rankan apabila proyek-proyek yang menggunakan pendekatan terscbut eksistensinya cen-
derung seumur proyek. Sedangkan pendekatan community development menekankan per-
ubahan menyeluruh, masalah-masalah riil, memanfaatkan tatanan kelembagaan lokal,
skala keeil, cenderung modernisasi, target group masyarakat misikn dan cenderung mela-
hirkan kompetensi masyarakat dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Jhonson dari
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koordinasi pengelolaan sumber daya alam agar
lebih efektif sebaiknya diserahkan kepada masyarakat setempat.
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Selain empat konsep di atas mengenai community development, ada dua
konsep lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu kontrol masyarakat dan hak bagi
setiap anggota masyarakat. Dengan demikian dari setiap upaya community deve-
lopment harus melibatkan stakeholders dengan tujuan untuk: (1) menekan ke-
mungkinan untuk membuat keputusan yang tidak sensitive terhadap masalah-
masalah di sekitar lingkungan; (2) menjamin adanya rasa memiliki: (3) menja-
min dukungan masyarakat. Agar sebuah program mampu meningkatkan partisi-
past masyarakat.’® maka program tersebut harus dirancang sesuai dengan per-
sepst dan dipahami masyarakat dan sesuai dengan kendala sumber daya serta
menjamin terciptanya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah memberikan
implikasi bahwa pelaksanaan proyek tidak bersifat kaku, melainkan selalu dila-
kukan penyesuaian sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Oleh
karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Dalam kaitan dengan pe-
ngelolaan lingkungan, implikasi ini telah mengilhami para peneliti untuk men-
ciptakan pendekatan baru dalam rangka community development yang lebih
menjamin partisipasi yaitu Adaptive Environmental Assessment and Manage-

ment (AEAM). 3" Pendekatan ini sedang diuji coba pada pengelolaan DAS Hulu
Cimanuk di Jawa Barat.52

AILAM ini adalah proses perencanaan, evaluasi dan metodologi. Dengan
demikian AIEAM sebagai kerangka kerja dan bukan sebagai alat, sehingga perlu
diadaptasi menurut keadaan dan tujuan tertentu sekaligus penilaian (assess-
ment) dan pengelolaan dapat diadaptasi (adaptive dengan tepat. Premis per-
tama dari AEAM adalah assessment dan pengelolaan lingkungan harus fleksibel
dan interaktif. Dua konsep tersebut merupakan operasional dari konsep adap-
tive. Pengetahuan dan informasi awal dipahami dalam ketidaklengkapan. Oleh
karena itu, tidak ada perencanaan final namun bersifat interaktif sesuai perkem-
bangan informasi terbaru melalui proses pengujian dan validasi, dan proses
interaktif tersebut dilakukan terus-menerus sesuai perkembangan keadaan.

Assessment dan pengelolaan dipandang sebagai suatu latithan bukan
analisis. Assessment mengandung dua konsep pengertian yaitu apa dan meng-
apa. Pengelolaan melibatkan suatu manipulasi variable yvang diharapkan dapat
menghasilkan keluaran (output)lingkungan dan keadaan masyarakat yang lebih
baik. Dengan metode interaktif dalam assessment, maka assessment dapat
mengantarkan kita pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dalam proses
mteraktif, perencanaan diupayakan agar semua stakeholders dapat dilibatkan.
Dengan demikian dalam pendekatan AEAM diperlukan manajemen yang kuat.

Kajian tindak merupakan suatu bentuk operasional dari community deve-
lopment yang dilakukan pada lokasi spesifik yang merupakan bagian tak terpi-
sahkan dengan community development. Kajian tindak dapat dikombinasikan
dengan pendekatan AIEAM yang lebih mementingkan proses pembangunan dari-
pada hasil pembangunan, 5 sehingga menjamin partisipasi aktif seluruh anggota

# Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai Citizen Action yaitu keterlibatan penuh masya-
rakat dalam program pembangunan yang diinisiasi dan dikontrol oleh masyarakat sendiri.

4 Lihat tulisan dim CIHIFAD dan tulisan Uphoff dan Sawit, 1995 mengenai masalah AEAM.

32 Lihat tulisan Quick, K., 1995. AEAM di DAS Hulu Cimanuk. Paper dipresentasikan pada Lok.
Pembahasan Hasil Penel. dan Analisis Pengelolaan Lingkungan di DAS, 20-24 November, Garut.
3 Pendekatan ini mementingkan empowerment yang bersifat jangka panjang. Kelebihan utama
pendekatan ini lebih menjamin keberlanjutan program, sedangkan kelemahannya tidak memen-
tingkan hasil nyata dari suatu proses pembangunan.
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masyarakat. Pendekatan lainnya adalah teknis. Pendekatan ini lebih memen-
tingkan hasil daripada proses pembangunan. Dalam pendekatan ini agen pemba-
ngunan merencanakan. memutuskan, mengorganisasikan dan menyediakan se-
gala kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Asumsi dasar pendekatan ini ada-
lah bahwa agen pembangunan merupakan orang vang ahli dan mampu mema-
hami segala kebutuhan masyarakat, sehingga partisipasi bukanlah pilar utamg
pendekatan tersebut. Pendekatan ini memang cepat memberikan hasil dalam
jangka pendek dan sangat efektif untuk pengentasan kemiskinan. Karena ma-
syarakat miskin membutuhkan hasil konkret dengan segera. Namun demikian
pendekatan ini sering menghasilkan kegiatan seumur proyek. ’
Walaupun kaji tindak yang dilakukan oleh proyek-proyek DAS di Indo-
nesia bersifat komprehensif dan integratif, namun dalam polal::sanaannya masih
menggunakan pendekatan teknis (technical approach) yang lebih mementingkan
hasil ;)en?b.angunan, misalnya perbaikan keragaan sistem kemasyarakatan. Pen-
dekatan ini memang cocok untuk menanggulangi kemiskinan, namun kurang pas
untuk sekaligus pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Karena pendekatan
ini kurang memperhatikan partisipasi atau pemberdayaan masyarakat miskin.
Pendekatan yang dilakukan oleh JA dalam melaksanakan kaji tindaknya sesung-
guhnya telah dilakukan di Indonésia dalam menanggulangi hal yang sama, yaitu
pengelolaan DAS hulu di Jawa sekaligus mengentaskan kemiskinan. Namun,
karena pendekatanya lebih banyak pada hal teknis, maka berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan oleh Bambang et. a/(1995) % ternyata aktivitas tersebut
hanya seumur proyek (lihat juga proyek-proyek Penghijauan dan Reboisasi).
Alternatif lainnya, dalam rangka menjamin keberlanjutan suatu aktivitas
proyek setelah berakhirnya proyek, maka perlu dikembangkan pendekatan yang
mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masya-
rakat, kapasitas dan kapabilitas kelembagaan lokal. Barangkali, pendekatan
AEAM (self help approach) perlu mulai dicoba, siapa tahu itu mampu meng-
entaskan kemiskinan sekaligus dapat melestarikan lingkungan DAS hulu. Na-
mun pendekatan ini hanya lebih berorientasi pada partisipasi tidak pada per-
ubahan teknologi. Dikhawatirkan pendekatan ini justru akan memukul balik
partisipasi yang sudah ada, karena masyarakat perlu kecukupan kebutuhan
dasar. Oleh karena itu, perlu dicari solusi paket teknologi yang dapat mendorong
partisipasi. Barangkali, pendekatan ec/ectic yaitu antara technical, self help dan

conflict resolution dalam penentuan paket teknologi akan mendorong partisipasi
elanjutan. karena di dalamnya sudah mencerminkan keadilan. Saya
dari pendekatan eclectic akan mencipta-
kapkan oleh Adam Smith, dalam

yang berk
yakin bahwa teknologi yang dihasilkan
kan harmoni sosial yang adil seperti yang diung
teorinya tentang pasar bebas.

Pendekatan AEAM mungkin dapat disetarakan dengan pendekatan Self Help Approach yang
ditulis oleh Winoto, 1995.

54 Mulai tahun 1993/1996, pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan Proyek
Perencanaan Umun Penghijauan dan Reboisasi Pusat (National Watershed Management

and Conservation) yang berlokasi di 10 (seputuh) DAS kritis sebagai bagian dari
community development melalui Kaji Tindak dengan pendekatan AEAM.
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KONSEPSI AGRIBISNIS

Strategi pembangunan sistem agribisnis bercirikan: (a) Berbasis pada penda-
yvagunaan keragaman sumberdaya yang ada di setiap daerah (domestic resource
based, (L) Akomodatif terhadap keragaman kualitas sumberdaya manusia yang
dimiliki, tidak terlalu mengandalkan impor dan pinjaman luar negri yang besar, (¢)
Berorientasi ckspor (selain memanfaatkan pasar domestik), dan (d) Aspek multifunc-
tionality, mampu memberikan dampak ganda yang besar dan luas. Dengan kata
lain. strategi pembangunan agribisnis diyakini mampu menjadi penggerak utama
(prime mover) perckonomian Indonesia untuk keluar dari krisis dan tumbuh-
kembang secara berkelanjutan,

[stilah agribisnis pertama kali dilontarkan oleh John H. Davis pada suatu
konferensi yang diadakan Badan Perdagangan Eceran Boston pada tahun 1955,
Istilah ini kemudian menjadi sangat populer setelah dirumuskan dengan jelas dalam
suatu buku “A Concept of Agribusiness’ yang ditulis oleh John H. Davis dan Ray A.
Coldberg pada tahun 1957, Menurut. kedua penulis tersebut, pengertian agribisnis
adalah® “Agribusiness is the sum total of all operations involved in the manufacturing
and distribution of farm supplies, production activities on the farm and the storage,
processing and distribution of farm commocdities and items made from them”.

Dalam pengertian seperti itu, paradigma agribisnis mengandung makna tidak
hanya kegiatan produksi pertanian, tetapi juga meliputi kegiatan manufaktur, serta
distribusi input. pertanian dan pengolahan serta distribusi hasil-hasil pertanian.
Sccara sektoral, agribisnis meliputi seluruh sektor pertanian dan sebagian sektor
industri yang menghasilkan agro input dan yang mengolah produk pertanian.
Kegiatan terakhir ini umumnya disebut. agroindustri. Dilihat dari luasnya cakupan
scktoral, maka agribisnis sebagai suatu totalitas kegiatan dari ekonomi suatu
negara mempunyai peranan penting baik bagi pertumbuhan ataupun pemerataan.

Secara historis, paradigma agribisnis muncul sebagai alternatif terhadap
paradigma usahatani (farming) klasik. Paradigma usahatani klasik berpandangan
bahwa usahatani merupakan organisasi berbagai fungsi usaha yang bersifat inde-
penden. Oleh karena itu, masalah usahatani bersumber dari dalam usahatani dan
pemecahannya-pun harus dicari dan diatasi di dalam usahatani itu sendiri. Para-
digma usahatani berpijak pada pemikiran bahwa usahatani adalah suatu kegiatan
budidaya dengan tujuan utama menghasilkan produk pertanian dalam jumlah yang
sebesar-besarnya, sehingga usahatani lebih diorientasikan pada upaya peningkatan
produksi. Paradigma seperti inilah yang digunakan dalam melaksanakan pemba-
ngunan pertanian Indonesia pada masa Orde Baru.

Berbeda dengan paradigma usahatani, paradigma agribisnis menyadari
bahwa modernisasi tecknologi dan pemasaran hasil pertanian telah mengubah sifat
usahatani budidaya yang bersifat independen menjadi suatu usaha ekonomi yang
sangat tergantung pada kegiatan usahatani lainnya. Usahatani modern menggu-
nakan pupuk kimia, pestisida dan jasa alat dan mesin pertanian secara intensif yang
merupakan hasil dari pabrik industri pengolahan. Usahatani modern menggunakan
bibit unggul yang merupakan hasil dari suatu lembaga penelitian dan usaha pro-
duksi benih. Tenaga kerja yang digunakan merupakan manusia trampil yang telah
mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, keragaan usahatani
sangat (ergantung pada keragaan bisnis pengadaan sarana produksi usahatani
fersebut.
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Di sisi lain. pemasaran produk-produk pertanian juga telah mengalam;
perubahan mendasar. Berkembangnya teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian
telah mendorong pengembangan produk (product developmen® pertanian sehingga
hasil usahatani pada umumnya tidak lagi berupa produk akhir yang langsung
dikonsumsi. Kegiatan pasca panen dan agro industri merupakan kunci utama pe-
masaran hasil-hasil pertanian. Dengan sendirinya, keragaan usahatani sangat ter-
gantung pada keragaan bisnis perdagangan, pasca panen dan industri pengolahan
produk vang dihasilkan usahatani tersebut.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa paradigma usahatani klasik tidak tepat
lagi untuk menjelaskan keragaan usahatani modern. Keragaan usahatani dewasa
ini lebih tepat dijelaskan dengan paradigma agribinis yang menekankan bahwa
keragaan usahatani sangat tergantung pada kondisi di luar usahatani. Oleh karena
itu. paradigma agribisnis menekankan bahwa keragaan usahatani haruslah diana-
lisis dalam konteks sistem komoditas.

Konsep Agribisnis Dalam Kebijaksanaan Teknis

Sistem agribisnis tidak akan dapat berkembang tanpa dukungan usaha-usaha
agribisnis. Para pengusahalah yang merancang, merekayasa dan melakukan proses
agribisnis itu sendiri mulai dari proses pemasaran ke proses produksi. Oleh karena
itu. pemerintah harus mendorong berkembangnya usaha agribisnis. Usaha yang
dimaksud dapat berupa usaha rumah tangga seperti usahatani keluarga, home
industry. koperasi. usaha kelompok, usaha kecil, menengah maupun usaha besar
yang bergerak pada subsistem agribisnis, hulu on farm maupun di hilir. Pengem-
bangan perusahaan agribisnis diterjemahkan sebagai peningkatan kuantitas, kua-
litas manajemen dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri dan me-
manfaatkan peluang pasar. Di masa depan, usaha agribisnis akan memainkan
peranan yang besar.

Sistem dan usaha agribisnis yang dibangun ke depan adalah suatu sistem dan
usaha yvang tangguh yang memiliki empat karakteristik yaitu (a) berdaya saing, ()
berkerakyatan. () berkelanjutan dan (d) desentralistis. Daya saing dicirikan oleh
tingkat efisiensi. mutu. harga dan biaya produksi serta kemampuan untuk mene-
robos pasar. meningkatkan pangsa pasar dan memberikan pelayanan yang profe-
sional. Membangun sistem dan usaha yang berdaya saing dipengar}lh.i .oleh d}la
faktor strategis yaitu () sisi permintaan. dan (i) sisi penawaran. Dari sisi permin-
taan. terbukanya peluang-peluang pasar harus dapat diterjemahkan dalam pengem-
bangan agribisnis yang dihela oleh pasar (market driven). Pasar berubah sangat
cepat. menuntut produk-produk yang mengarah ke produk olahan dan bermutu,
sehingga menghendaki pengembangan produk (product developmen?) yang cepat
pula. Dari sisi penawaran, pengusaha agribisnis harus mampu memproduksi
produkproduk agribisnis yang mampu bersaing. Untuk itu, pengusaha-pgngusahg
agribisnis harus proaktil dalam memanfaatkan inovasi dan teknologi sebagal
sumber daya saing. _

Sistem yang berkerakyatan dicirikan oleh berkembangnya usaha produktif
vang melibatkan masyarakat secara luas baik dalam peluang berusaha, kesempatan
kerja, maupun dalam menikmati nilai tambah (pendapatan). Hal ini tidak berarti
harus hanya memperhatikan usaha skala kecil dan menengah, tetapi juga usahg
skala besar dalam konsep kerjasama (kemitraan yang win-win) dengan usaha kecil
dan menengah. dan yang mempunyai dampak multiplier yang besar. Peranan
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pemerintah baik di pusat maupun di dacrah akan diarahkan untuk memberdayakan
dan memfasihitasi tumbubh-kembangnya kreativitas masyarakat luas di seluruh
dacrah.

Berkelanjutan diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas
sumberdaya agribisnis yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang semakin
mensejahterakan masyarakat, baik secara ekonomis, sosial, dan lingkungan hidup.
Karena dalam sistem dan usaha agribisnis terdapat keterkaitan yang sangat kuat
antara kepentingan para pelakunya termasuk antara lain konsumen, maka distri-
busi insentif ekonomi dan manfaat ekonomi diantara pelaku agribisnis merupakan
[aktor yvang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sistem dan usaha agri-
bisnis,

Desentralistis diartikan bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat
pelaku sesuai dengan kondisi wilayahnya atas dasar keunggulan komparatif dan
aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu sistem pelayanan pemerintah, sistem
penunjang dan pemberdayaan masyarakat akan bersifat lokal, beragam dan harus
dhilakukan oleh daerah setempat. Dengan demikian, secara alamiah pembangunan
sistem agribisnis pada hakekatnya merupakan pembangunan ekonomi daerah. Hal
ni sesual dengan esensi otonomi daerah yakni melakukan desentralisasi dan peme-
rataan pembangunan yang berkeadilan.

Operasionalisasi Konsep Agribisnis :
One-Village-One Product Movement That Crosses Borders

Keterpaduan sistim agribisnis dapat dilihat. dari dua aspek yaitu integrasi ver-
tikal dan koordinasi vertikal. Pengertian integrasi vertikal dalam konteks ini adalah
dalam melaksanakan kegiatan dari setiap subsistem dan alokasi sumberdaya,
pengambil keputusan berada pada satu tangan, yaitu satu perusahaan agribisnis
atau satu induk usaha (4olding company). Koordinasi vertikal mengandung makna
bahwa pengambilan keputusan tersebut berada dalam satu kesatuan, tetapi tidak
perlu dalam satu perusahaan. Pengertian koordinasi vertikal lebih sering dan lebih
cocok digunakan dalam konsep agribisnis ini (khususnya di Indonesia), mengingat
core kegiatan agribisnis yaitu subsistem produksi pertanian sebagian besar kepe-
milikannya berada dalam bentuk usaha keluarga.

Koordinasi vertikal semakin perlu dilakukan karena saat ini preferensi kon-
sumen telah mengalami perubahan yang fundamental. Kalau dulu atribut utama
yang mencirikan preferensi konsumen hanyalah jenis, kenyamanan, stabilitas harga
dan nilai komoditi, maka dewasa ini konsumen telah pula menuntut tambahan
atribut produk yang lebih rinci seperti kualitas, kandungan nutrisi, keselamatan dan
kelestarian lingkungan hidup. Dengan perkataan lain, dewasa ini pada umumnya
konsumen tidak lagi membeli komoditas melainkan membeli produk. )

Berbeda dengan integrasi vertikal, koordinasi vertikal tidak mengandalkan
harga sebagai media pendekatannya. Koordinasi vertikal direkat melalui keterpa-
duan kegiatan dengan “kuasi organisasi internal” dan informasi. Artinya, informasi
perubahan preferensi konsumen (atribut produk yang dikehendaki konsumen) dan
harga dari pihak pengolah/eksportir produk pertanian harus sampai kepada petani.
Dari informasi tersebut diharapkan petani akan menghasilkan produk pertanian
dan memperoleh harga sesuai dengan yang dikehendaki oleh pasar.

Pendekatan koordinasi vertikal dalam pengembangan agribisnis di atas dapat
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diterapkan pada model pengembangan agribisnis “One Village One Product move-
ment’ yang merupakan salah satu model pengembangan agribisnis partisipatif yang
melibatkan masyarakat lokal dan memanfaatkan sumberdaya lokal dalam pem-
bangunan wilayah yang dikembangkan oleh MORIHIRO HIRAMATSU seorang
Gubernur dari OITA. JEPANG sejak tahun 1979, “One Village One Product Move-
ment merupakan kegiatan pengembangan wilayah yang aktivitasnya diinisiasi oleh
penduduk lokal dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Tiga prinsip utama pengembangan “One Village One Product Movement
yaitu: (1) merupakan pengembangan komoditas unggulan daerah tetapt mampy
bersaing di pasar dunia; (2) merupakan keputusan dan inisiatif penduduk lokal; (3)
merupakan pengembangan sumberdaya manusia. Lima konsep “One Village One
Product Movement' yaitu: (1) mengidentifikasi kemampuan sumberdaya lokal yang
berpotensi tinggi dalam mengaktualisasikan pengembangan wilayah: (2) Nilaj
tambah berada pada keunikan produk daerah; (3) meningkatkan daya saing produk
tersebut melalui perbaikan kualitas dan keunikannya, kreativitas dan inovasi oleh
penduduk lokal: (4) membuat satu atau dua produk; (5) kepemimpinan yang baik,

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat setempat, maka perlu dikem-
bangkan informasi, intermechateri. institusionalisasi stakeholders dan mnisiatif.
Realitas Sistem Agribisnis

Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Per-
tanian menunjukkan bahwa belum semua komoditaas pertanian di Indonesia dapat
mengikuti pola koordinasi vertikal. Salah satu komoditas pertanian yang sudah
mengikuti pola koordinasi vertikal adalah usaha agribisnis ayam pedaging, semen-
tara untuk komoditas kubis, ikan tuna/cakalang, gaplek/ubi kayu dan karet masih
menggunakan pola koordinasi tradisional dimana harga pasar masih menjadi media
utamanya.

Faktor pendorong utama agribisnis ayam pedaging dapat mengikuti pola koor-
dinasi vertikal adalah antara pengusaha pakan ternak, penghasil DOC, poultry shop
dan peternak mempunyai kepentingan dan resiko usaha yang sama-sama tinggi.
Pengusaha pakan ternak mempunyai kepentingan terhadap keberlanjutan usaha
pakan ternaknya, pengusaha DOC mempunyai resiko usaha yang tinggi berk.ail'an
dengan batas umur DOC yang harus dijual dan peternak mempunyai kepentzmgan
terhadap pemenuhan kebutuhan modal dan kepastian pasar. Perpaduan kepenting-
an tersebut menjadikan saling ketergantungan yang tinggi diantara para pelaku
agribisnis ayam pedaging.

Berbeda dengan agribisnis ayam pedaging, agribisnis komoditi kubis, ikan
tuna/cakalang, gaplek/ubi kayu dan karet, tidak mempunyai perckat unsur kepen-
tingan yang sama antara pengusaha pengolahan/eksportir dengan petani. Ins'ent,lf
harga dari perbedaan harga antara produk yang diolah dengan yang tidak dIO]ah
belum memadai dalam mendorong petani untuk menghasilkan produk sesual
dengan yang dikehendaki oleh pasar, sehingga sistim agribisnis pada sistem kualitas
tersebut. belum terpenuhi. Pola koordinasi vertikal perlu dikembangkan pada
komoditas-komoditas di atas.
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